PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

JI. Bung Karno Komplek KTC - Lingkungan KTC Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat Kode Pos 84355

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR :188.4.17/DPMPTSP/11/2022

TENTANG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam upava penyediaan infomasi publik di lingkungan
pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk melaksanakan
Peratuan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risike. Perlu disusun Standar
Opersional Prosedur yang menjadi pedoman dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumbawa Barat tentang Standar Opersional Prosedur Perizinan
Berusahan Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara
Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;



Menetapkan

KESATU

2.

10.

11.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Dacrah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan

Prizinan Berusaha Berbasis Risiko;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Fedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Standar Opersional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala Dinas ini;



KEDUA

KETIGA

Standar Opersional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU digunakan sebagai Pedoman dalam memberikan pelayanan
perizinan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang

ditetapkan oleh lembaga atau kementrian masing-masing sektor;

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 1:} Pebruari 2022

KEPALA DINAS

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat:
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di

Taliwang.
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